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ABSTRAK 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera 
1945 telah tegas dinyatakan bahwa “ Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang 
berbentuk republik” dan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 Ayat 
(2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”, maka terhadap pelaksanaannya 
harus selalu mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal ini mengandung makna 
bahwa kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan rakyat 
tersebut memberikan makna adalah Negara Indonesia adalah negara demokrasi 
diantaranya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di 
Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua yang kemudian dalam proses 
penyelenggaraannya terjadi sengketa tata usaha negara pemilihan yakni adanya 
gugatan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai 
masing-masing APEDIUS I MOTE, ST. dan FRENY ANOUW, S.IP melawan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana Putusan Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/G/Pilkada /2016/PT.TUN.MKS 
tertanggal 06 Desember 2016 sebagai akibat tindakan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Dogiyai yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Dogiyai Nomor : 14/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Perubahan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 
11/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan 
wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai 
Tahun 2017 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai 
Nomor : 002/PS/PWSL.DGY.33.27/XI/2016 Tanggal 10 November 2016; 
Dari adanya fakta hukum tersebut selanjutnya di dapat permasalahan 
antara lain tentang apakah terjadi pelanggaran wewenang dalam penyelenggaraan 
pemilihan umum kepala daerah Dogiyai Propinsi Papua oleh Komisi Pemilihan 
Umum Daerah dan tentang apakah akibat hukum terhadap adanya putusan 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam register Nomor : 
25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 
(inkracht) terhadap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah oleh Komisi 
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua. Dari hasil 
penelitian tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa  sebagaimana 
pertimbangan hukum dalam perkara tersebut terbukti tindakan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Dogiyai merupakan pelanggaran wewenang karena 
bertentangan dengan Pasal 40 A ayat (1), ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 juncto 
Pasal 39 Huruf d angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016 dan atas adanya putusan 
tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Pelanggaran wewenang Komisi Pemilihan Umum, Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Under the provisions of Article 1 Paragraph (1) of the 1945 Constitution, it 
has been expressly stated that "the State of Indonesia is a unitary state of a 
republic" and as a manifestation of the sovereignty of the people under Article 1 
Paragraph (2) of the 1945 Constitution that " in the hands of the people and 
carried out according to the Constitution. "Therefore, the implementation must 
always base on the provisions of Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution 
namely" the State of Indonesia is a state law ", this implies that the legal status in 
Indonesia functioned as a tool for maintaining the integrity of the Unitary State of 
the Republic of Indonesia. Implementation of the sovereignty of the people gives 
meaning is the State of Indonesia is a democracy among others related to the 
implementation of general elections in the District of Dogiyai Province of Papua 
which later in the process of organizing a dispute occurred election state 
administration of the lawsuit of the candidate pair Regent and Vice Regent 
Dogiyai district respectively, respectively APEDIUS I MOTE, ST. and FRENY 
ANOUW, S.IP against the Dogiyai District Electoral Commission as the Decision 
of the Administrative High Court of Makassar Number: 25 / G / Pilkada 
/2016/PT.TUN.MKS dated 06 December 2016 as a result of the action of the 
Dogiyai District General Election Commission which issued Decision of the 
General Elections Commission of Dogiyai Regency Number: 14 / Kpts / 
KPU.Dogiyai / XI / 2016 About the Change of Decision of the District General 
Election Commission of Dogiyai Regency Number: 11 / Kpts / KPU.Dogiyai / XI 
/ 2016 About Stipulation of Regent Candidate Pair and Vice Regent Election 
Regent and Vice Regent of Dogiyai Regency 2017 Post-Decision of the 
Supervisory Committee for the Selection of Dogiyai Regency Number: 002 / PS / 
PWSL.DGY.33.27 / XI / 2016 November 10, 2016; 
From the existence of such legal facts further in the question of whether or 
not there is a violation of authority in the implementation of general elections of 
the head of Dogiyai Province of Papua by the Regional General Election 
Commission and about whether the legal consequences of the decision of the State 
Administrative High Court of Makassar in the register No. 25 / G / Pilkada / 2016 
/ PT.TUN.MKS which already has a permanent legal force (inkracht) against the 
implementation of general elections by the Regional District Head of Dogiyai 
District of Papua Province. From the results of the research, it can be concluded 
that, as the legal considerations in the case proved, the action of the General 
Elections Commission of Dogiyai Regency is a violation of authority because it is 
contradictory to Article 40 A Paragraph (1), Paragraph (2) of Law no. 10 Year 
2016 juncto Article 39 Letter d number 3 PKPU Number 5 Year 2016 and on the 
existence of the verdict which already has a permanent legal force (inkracht).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Violation of authority of General Election Commission, Decision of 
General               Election Commission, Decision of High Court of 
State Administration. 
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BAB  IV 
PENUTUP 
4.3 Kesimpulan   
a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 
Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 06 Desember 2016 
pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Propinsi 
Papua dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Dogiyai Nomor : 14/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang 
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai 
Nomor : 11/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Penetapan Pasangan 
Calon Bupati dan wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 Pasca Putusan Panitia Pengawas 
Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 002/PS/PWSL. 
DGY.33.27/XI/2016 Tanggal 10 November 2016 telah terbukti 
merupakan pelanggaran wewenang (unbevoegheid) karena bertentangan 
dengan Pasal 40 A ayat (1), ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 
39 Huruf d angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016. Hal ini tentu saja 
memberikan konsekuensi hukum bahwa keputusan tersebut dinyatakan 
batal dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai diperintahkan 
sesuai amar putusan untuk mencabutnya. 
 
b. Sebagai akibat hukum dari adanya putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Makassar Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 
 
 
 
 
 
06 Desember 2016 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai 
menurut hukum mempunyai kewajiban hukum melaksanakan putusan 
tersebut yakni mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Dogiyai Nomor : 14/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Perubahan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 
11/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon 
Bupati dan wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 Pasca Putusan Panitia Pengawas 
Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 002/PS/PWSL. 
DGY.33.27/XI/2016 Tanggal 10 November 2016, dengan kata lain 
apabila tidak dilaksanakan maka sesuai Pasal 116 ayat (1) dan (2) 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 setelah waktu 
60 (enam puluh hari) maka keputusan tata usaha negara tersebut tidak 
mempunyai kekuatan hukum tetap lagi dan setelah putusan berkekuatan 
hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak 
melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah 
dinyatakan batal tersebut dan apabila tetap tidak dilaksanakan oleh 
Komisi Pemilihan Umum selaku Tergugat maka sesuai Pasal 116 ayat (6) 
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Ketua Pengadilan diharuskan 
untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon 
eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah 
tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan 
pengadilan, di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga 
 
 
 
 
perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan agar apabila 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tetap tidak melaksanakan 
putusan pengadilan maka dapat diumumkan pada media massa cetak 
setempat maupun dapat dilakukan sanksi berupa pelaksanaan 
pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif sebagaimana 
ketentuan Pasal 116 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 51 
Tahun 2009. 
 
4.4 Saran  
a. Tentang adanya pelanggaran wewenang yang dilakukan oleh komisi 
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua dalam 
penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara hendaknya dapat dihindarkan 
apabila komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai Propinsi 
Papua dapat menjalankan kinerja dan kewenangannya sebagaimana 
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai ketentuan 
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi 
Pemerintahan dengan melakukan penelitian data administratif secara 
lebih detail dan akuntabel dan tidak menerbitkan Keputusan yang dapat 
mencederai keadilan meskipun penerbitan tersebut merupakan 
rekomendasi dari panitia pengawas pemilihan daerah kabupaten dogiyai 
padahal rekomendasi tersebut berbeda dengan analisa data administratif 
yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sendiri, 
hal ini agar kemandirian komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten 
Dogiyai Propinsi Papua dapat dijalankan sesuai dengan fungsi dan 
 
 
 
 
kewenangan yang melekat pada dirinya dapat terjaga sehingga nantinya 
tidak akan terjadi adanya pelanggaran wewenang dalam proses 
penyelenggaran pemilihan umum dalam memilih serta menentukan calon 
kepala daerah dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditentukan. 
 
b. Tentang adanya putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 
Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 06 Desember 2016 
dalam perkara antara APEDIUS I MOTE, ST. dan FRENY ANOUW, 
S.IP selaku Penggugat melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Dogiyai Propinsi Papua maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Dogiyai selaku penyelenggara pemilihan umum di daerah diharapkan 
untuk melaksanakan putusan tersebut sebagaimana amar putusannya 
secara baik dan benar dengan selalu menjunjung tinggi penegakan hukum 
di Indonesia. 
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